PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 5 TANUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU.
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

b. bahwa Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang tidak sesuai dengan kemampuan
masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
: Indonesia Tahun 1945;
. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
' Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 ),
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indoncsiz Tabun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negasa
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3339);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara
Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU,
dan
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN :

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 20011 Nomor 2), diubah schingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

a.

b.

C.

Untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan
sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas satu persen) per tahun;

Untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar ruplah) ditetapkan
sebesar 0,2 % (nol koma dua persen per tahun).

Tata Cara Pembayaran Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Diundangkan : di Belopa

Ditetapkan : di Belopa
pada fanggal : 5 3

pada tanggal : 30 Desember 2013
SEKRET ARI?ERAH KABUPATEN LUWU,

L

SYAIFUL ALAM,

L EMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 35
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j, yang menyerahkan
sepenuhnya penanganan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan jenis pajak ke Daerah
menjadi sarana penguat dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu sehingga untuk mengoptimalkan
pemungutan dan pemanfaatannya diperlukan langkah strategis dalam menggali potensi
objek pajak ini guna lebih menambah Pendapatan Asli Daerah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dipandang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat di Kabupaten
Luwu sehingga perlu dilakukan perubahan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR



